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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dan mulia,
yang diberi banyak kelebihan termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani.
Manusia diciptakan tidak hanya sebagai makhluk individu melainkan juga
sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas
dari manusia yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka
ragam, manusia tidak akan pernah bisa memenuhinya sendiri. Adanya orang
lain sangat dibutuhkan dalam pemenuhan dan kelangsungan hidupnya.

Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja
melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan,
minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi
kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam
sekitarnya. Dan hal tersebut tidak terlepas dari aturan-aturan, baik aturan
yang ada di agama hingga aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya aturan
tersebut tidak lain adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka sehingga
tercipta kehidupan yang harmonis.

Dalam Islam aturan-aturan yang terkait dengan hubungan manusia
lebih dikenal dengan istilah figh mu’amalah. Yang mana dalam arti luas

kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusa duniawi dan



sosial kemasyarakatan.' Pengertian lain dari figh mu’amalah yakni hukum-
hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang
terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal
ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama
dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan rampasan
perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan,
dan pesanan.’

Jenis-jenis transaksi dalam praktek mu’amalah pada dasarnya adalah
boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya.” Sebagai seorang
muslim Kkegiatan mu’amalah yang dilakukan harus dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah SWT serta tidak keluar dari nilai-nilai
kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam melakukan interaksi diperlukan adanya
pengetahuan mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga salah
satu pihak tidak merasa dirugikan dan kedua belah pihak saling r7da.

Dengan demikian mu’amalah bagi muslim dapat diartikan sebagai
pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya
kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian,
disamping dituntut untuk selalu melakukan habl-min-Allah (ibadah) sebagai
aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu

melakukan Aabl-min-al-nas (hubungan sosial kemasyarakatan dengan

" Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,
2012), 11.

% Mardani, Figh Ekonomi Syariah, Cet. 3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 2.

3 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Griya Media Pustaka, 2000), 9.



lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak bisa

dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.*

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan
tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal
jelas penyaluran dan pemanfaatannya sebagaimana firman Allah SWT dalam
surat Al-Jumu’ah ayat 10:

T s o i)isquzﬁT & loy2al sl o ps 136
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung”.’

Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk tetap menunaikan ibadah
baik secara zahir/jasmani maupun batin/rohani di muka bumi ini, dengan
memanfaatkan bumi sebagai tempat untuk mencari rizki yang halal. Cara
pemanfaatan bumi bisa dibuat dengan dijadikannya tanah pertanian.

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus
memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Dalam Agama Islam
tidak diperkenankan membiarkan tanah pertanian itu dalam keadaan kosong
jika masih memberikan manfaat, sebab hal tersebut berarti menghilangkan

nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah Saw melarang keras

untuk menyia-nyiakan harta miliknya. Pemilik tanah ini dapat

* Hasan Saleh, Kajian Figh Nabawi dan Figh Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008), 291.
> Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 554.



memanfaatkannya dengan berbagai cara. Baik ditanami sendiri atau pun

bekerjasama dengan pihak lain.

Di dalam mu’amalah terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang
pertanian, salah satu diantaranya adalah muzara’ah, didalam muzara’ah
terdapat 2 pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola. Hasil panen yang
diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, misalnya: %2, 's atau kurang
atau lebih menurut persetujuan bersama. Boleh juga si pemilik tanah itu
membantu kepada yang hendak menanaminya berupa bibit, alat atau hewan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Muttataq
’Alaih diterangkan, bahwa Rasulullah Saw menyewakan tanah kepada
penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah.
Hadist ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, diantaranya: Ibnu
Umar, Nafi’ dan Ubaidillah.
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“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur menceritakan
kepada kami, Yahya bin Sa’id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan
kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah
sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka
tanam.”® (HR. Ibnu Majjah, Muttafaq *Alaih)

Jadi muzara’ah adalah diperbolehkan dengan dalil-dalil yang ada dan

diamalkan oleh salafush shalih. Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik

tanah, dan boleh benih berasal dari pengelola.

 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemah Shahih Sunan At-Tirmidzi 2 (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), 141.



Praktek muzara’ah yang terjadi di lingkungan Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan hampir sama seperti yang dilakukan
ketika masa Nabi Muhammad dan para sahabat, yaitu antara pemilik tanah
dengan luas 7000 m2 (tepatnya 7.012 m2) yang telah melakukan perjanjian
pengolahan tanah penanaman pohon sengon dengan bibit dari seorang petani
(pengelola) dengan kesepakatan bagi hasil 100%:2 dalam jangka waktu 5
tahun. Akan tetapi pihak pengelola tidak menanam pohon sengon melainkan
menanam pohon jati, sehingga dalam hal ini telah terjadi ketidaksamaan
dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setelah terjadinya kesepakatan mulailah pengelola melakukan
tugasnya yaitu menanami tanah dan merawatnya hingga tiba masa
berahirnya kesepakatan. Adapun pemilik tanah hanya mensurvei atau
melihat keadaan lahan dan perkembangan tanamannya. Hingga tiba batas
waktu yang telah disepakati pohon jati belum juga ditebang, dikarenakan
usianya masih terlalu muda dan tidak laku. Dengan berjalannya waktu
pemilik tanah merasa dirugikan akibat keterlambatan penebangan selama 2
tahun. ’

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan
pengelola tersebut hanya secara lisan saja dengan menghadirkan seorang
saksi.® Sehingga dapat memicu terjadinya perselisihan, terutama pada waktu
melakukan bagi hasil. Dari pembagian hasil yang diberikan, pihak pengelola

tidak memenuhi kesepakatan awal yang seharusnya pembagian hasil dengan

7 Achmad Wachidin (pemilik tanah), Wawancara, Pasuruan, 06 Oktober 2016.
¥ Budi Sudarsono (pengelola), Wawancara, Pasuruan, 09 Oktober 2016.



persentase 50:50 menjadi 44:56. Perbedaan pembagian hasil tersebut terjadi
karena pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jika
sudah terjadi perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati
bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik dan berkeinginan untuk
menulis dan meneliti bagaimana praktek pengolahan tanah, yang lebih
khususnya terkait wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah untuk
dituangkan sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul
“Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan)’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis
mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari perjanjian bagi hasil
pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan yakni sebagai berikut:
1. Praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola.
2. Mekanisme bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola.
3. Wanprestasi pada bagi hasil pengolahan tanah.

4. Bagi hasil pengolahan tanah menurut hukum Islam.



Dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk menghasilkan
penelitian yang lebih fokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni
sebagai berikut:

1. Praktek penjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

2. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil
pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

Pasuruan.

C. Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih
memberikan kejelasan terhadap masalah yang diangkat maka permasalahanya
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek penjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi
hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso

Kab. Pasuruan?

D. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan



pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan
deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.’”

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri,
penulis menemukan beberapa kajian seputar perjanjian bagi hasil pengelolaan
tanah, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang terbit pada tahun 2012, yakni berjudul “Studi Komparasi
Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang Pesanggem Antara Desa
Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu
Kabupaten Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh
Fahrizal Bahari. Skripsi ini menjelaskan bagaima pengelolaan ladang
pesanggem boleh menurut Islam, akad yang dilakukan di Desa
Sugihwaras boleh dilihat dari analisis akad, syarat dan rukun yang ada,
akan tetapi di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong ada sebuah syarat
yang tidak dipenuhi, yaitu syarat tentang tanah yang subur dan
menghasilkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw tentang tidak
diperbolehkan memberikan tanah yang tidak subur sebagai objek akad,
dikarenakan menjadikan akad ini merugikan, sehingga akad yang terjadi
di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong menjadi tidak boleh."

2. Skripsi yang ditulis oleh Epy Yuliana pada tahun 2008 dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet

*Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya,
2016), 8.

"%Fahrizal Bahari, “Studi komparasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang Pesanggem
Antara Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu
Kabupaten Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2012).



Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”.
Penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Desa
Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam
bidang musaqgah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga
dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam."

3. Skripsi yang ditulis oleh Anisatur Rohmatin pada tahun 2008 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa
Kab. Pati)” disini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil
pengelolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Tluwuk Kec.
Wedarijaksa Kab. Pati ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasilnya
sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama
dan turun temurun, sehingga bagi hasil yang telah dipraktekkan oleh para
petani di desa tersebut sudah dikategorikan menjadi hukum adat dan tidak
bertentangan dengan syariat Islam.'*

Dari ketiga kajian pustaka diatas, bahwa jelas terdapat perbedaan
dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni dengan judul “ Wanprestasi

Pada Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.

" Epy Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa
Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga,
2008).

"2 Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan
Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)” (Skripsi--UIN Sunan
Kalijaga, 2008).
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Pasuruan)”. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian
ini, penulis ingin memfokuskan pada wanprestasi praktek perjanjian bagi

hasil pengolahan tanah dan bagaimana analisis hukum Islamnya.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan
penelitian ini penulis memiliki tujuan:
1. Mengetahui praktek perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
2. Memahami analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi
hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso

Kab. Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “ Wanprestasi Pada Perjanjian Bagi
Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”, diharapkan

dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan untuk:

1. Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas
wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perjanjian pengolahan tanah dan
dapat dijadikan sumber pengetahuan baik dalam ranah formal maupun

non formal. Serta bisa dijadikan sebagai tambahan pemikiran dalam
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khazanah keilmuan bagi peneliti-peneliti, khususnya mahasiswa jurusan
muamalah yang ingin mendalami masalah yang terkait dengan perjanjian
pengolahan tanah.
Dari aspek praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang terlibat dalam
praktek perjanjian pengolahan tanah untuk kemudian bisa diterapkan
sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam figh mu’amalah. Di sisi
lain, diperuntukkan bagi peneliti berikutnya sebagai perbandingan untuk

membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami penelitian yang berjudul “Wanprestasi Pada

Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”,

maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang ada di

dalam judul penelitian yakni sebagai berikut:

1.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan
berdasarkan al-Qur’an, Hadist dan pendapat ulama’." Yang dalam hal ini
adalah muzara’ah.

Wanprestasi : Kelalaian; kealpaan.'* Dalam skripsi ini yaitu suatu

pelanggaran dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian bagi hasil

pengolahan tanah.

13 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 169.
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3. Perjanjian Bagi Hasil : Kontrak kerja sama antara dua pihak dimana
setiap pihak membagi keuntungan secara sama atau sesuai kesepakatan.
Dalam hal ini adalah perjanjian pengolahan tanah yang terjadi di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang dilakukan antara
pemilik tanah dengan pengelola berdasarkan kesepakatan pembagian hasil

di antara kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah field research (lapangan) dapat langsung
memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menghubungkan peneliti
dengan responden secara langsung.
Untuk menghasilkan gamabaran yang maksimal terkait “ Wanprestasi
Pada Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”,
dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langka-langka tersebut
terdiri atas:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Data tentang perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah

Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

 Ibid., 578.



b.

C.
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Data tentang proses pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun Darah
Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Data tentang mekanisme pembagian bagi hasil.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sekunder:

a.

Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan
objek penelitian."”” Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu
melalui wawancara dengan pemilik tanah dan pengelola di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau
melengkapi dari sumber primer'® yang di dapat melalui wawancara
dengan aparat/pemuka desa. Selain itu sumber bisa berupa dokumen,
buku, dan karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Diantara
sumber buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya yakni:
1) Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 6 (Jakarta:

Gema Insani, 2011).

2) Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah) (Jakarta:

Kencana, 2013).

'S Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),

31.
16 Ibid., 32.
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3) Ibnu Mas’ud, Figih Madzhab Syafi’i (Muamalat, Munakahat,
Jinayat) buku 2 (Bandung: Cv Setia Pustaka, 2007).

4) Abdul Rahman Ghazaly, et.al. Figh Muamalat (Jakarta: Kencana,
2010).

5) Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010).

6) Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2000).

7) Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi,
Matan Al-Bukhari Mashkul Bihathiayah As-Sindi, Juz 2
(Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Mahramayn, t.t.).

3. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara
lain:
a. Observasi
Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang
fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan
pencatatan.'’ Penulis mengamati bagaimana praktek pengolahan tanah
di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

' Masruhan, Metologi Penelitian Hukum, Cet. 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.'®
Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan
tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti, yaitu pemilik tanah dan pengelola di Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupaka pengumpulan data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen.'” Dalam hal ini dokumen yang terkumpul
adalah data perjanjian pengolahan tanah, gambaran umum Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan serta
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.
4. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.”’
Dalam hal ini data penelitian di peroleh dari buku, kitab, internet dal
lainnya. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah
mengolah data melalui metode:
a. FEditing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah

dikumpulkan. Sanapah Faisal mengartikan “mengedit data” dengan

'8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
186.

" Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi
Askara, 1996), 73.

20 Masruhan, Metologi Penelitian Hukum ..., 253.
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kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaannya,
kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisiannya,
kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi relevasinya bagi
penelitian, maupun keragaman data yang diterima peneliti.*' Yaitu
dengan memeriksa data-data tentang perjanjian bagi hasil di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. rejoso Kab. Pasuruan.

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan
sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang
relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait hukum Islam
terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis
menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan
mendeskripsikan masalah yang ada sckarang dan berlaku berdasarkan
data-data tentang perjanjian bagi hasil pengolahan tanah yang didapat
dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian
dikembangkan dengan pola pikir induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta
yang bersifat khusus dari hasil riset dan terahir diambil kesimpulan yang

bersifat umum.

2 bid.
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Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab pembahasan dalam sistematika pembahasan
penelitian ini yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami.
Berikut lima bab yang tersusun:

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar Dbelakang
permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian serta sitematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori tentang muzara’ah,
meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam
dalam akad muzara’ah.

Bab ketiga yaitu membahas tentang hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis tentang wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan
tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang
meliputi: gambaran umum Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri atas keadaan
geografis, keadaan sosial dan keagamaan, pendidikan dan keadaan ekonomi.
Mendeskripsikan tentang bagaimana terjadinya perjanjian pengolahan tanah
tersebut, wanprestasi pada perjanjian bagi hasil, alasan-alasan terjadinya
wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.

Bab keempat merupakan analisis, yakni analisis praktek perjanjian

bagi hasil, dan analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi
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hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo kec. Rejoso Kab.
pasuruan.
Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

mengenai uraian jawaban dalam rumusan masalah.



